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ABSTRACT

ANALYSIS DISCIPLINE OF CIVIL SERVANTSIN THE DISTRICT
GOVERNMENT NUNUKAN UNDER THE GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 53 OF 2010

Juhana

ana.juhana76@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Government Regulation No. 53 of 2010 on Discipline of Civil Servants is a policy
governing the discipline of the Civil Service which aims to improve the discipline of
civil servants towards PNS professional, to change the attitudes and behavior of
officials and civil servants, ensure order and the smooth implementation of the tasks
and to accelerate decision-making in case of violation of discipline of civil
servants.This study aimed to analyze the discipline of civil servants based on
Government Regulation No. 53 Year 2010 About Discipline PNS and analyze the
factors that encourage and inhibit the discipline of civil servants in the Government of
Nunukan regency with reference to the theory put forward by Nitisemito namely
Interest and Ability, Exemplary Leadership, Wellbeing, Threats and
assertiveness.This research method is qualitative. Data collected through interviews,
observation and documentation. Selection of informants by purposive sampling, the
choice of informants by the consideration that the informant actually know or are
directly involved with the research focus. Data analysis technique used is data
reduction, data presentation and conclusion.The results showed that the discipline of
civil servants in Nunukan regency government has been quite good but not optimal.
This is due to a lack of traction leadership in imposing disciplinary sanctions. In
addition recapitulation absent per year are not made and assessment work targets civil
servants not objective. Nunukan regency government stressed to the leadership of
sanctions against employees who violate the discipline and objective assessment of
employee made objectively and timely.

Keywords: Discipline, ability, exemplary, well-being, threats, firmness
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ABSTRAK

ANALISIS DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010

Juhana

ana.juhana76@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
merupakan kebijakan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yang
bertujuan untuk meningkatkan disiplin PNS menuju PNS yang profesional, merubah
sikap dan prilaku pejabat maupun PNS, menjamin ketertiban dan kelancaran
pelaksanaan tugas dan untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam hal
pelanggaran disiplin PNS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disiplin PNS
berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan menganalisis
faktor-faktor yang mendorong dan menghambat disiplin PNS pada Pemerintah
Kabupaten Nunukan dengan mengacu pada Teori yang dikemukakan oleh Nitisemito
yaitu Tujuan dan Kemampuan, Teladan Pimpinan, Kesejahteraan, Ancaman dan
Ketegasan. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan
melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan
dengan cara purposive sampling yaitu pemilihan informan dengan pertimbangan
bahwa informan benar-benar mengetahui atau terlibat langsung dengan fokus
penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data
dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin PNS pada
Pemerintah Kabupaten Nunukan sudah cukup baik namun belum optimal. Hal ini
disebabkan karena kurang tegasnya pimpinan dalam menjatuhkan hukuman disiplin.
Selain itu rekapitulasi absen per tahun tidak dibuat dan penilaian sasaran kerja PNS
yang tidak obyektif. Pemerintah Kabupaten Nunukan menekankan kepada pimpinan
memberikan sanksi terhadap pegawai yang melanggar disiplin dan Penilaian sasaran
kerja pegawai dilakukan secara obyektif dan tepat waktu.

Kata Kunci : Disiplin, kemampuan, teladan, kesejahteraan, ancaman, ketegasan
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BAB1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan
Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di
wilayah utara Provinsi Kalimantan Utara dan berbatasan langsung dengan
negara Malaysia. Kabupaten Nunukan merupakan pecahan dari Kabupaten
Bulungan yang dibentuk berdasarkan Undang — Undang Nomor 47 tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang pada
tanggal 4 Oktober 1999.
a. Kondisi Geografis
Kabupaten Nunukan terdiri dari Enam Belas (16) kecamatan yang
terdiri dari Sembilan (9) kecamatan merupakan kecamatan yang berada di
daratan pulau Kalimantan dan Tujuh (7) kecamatan berada di Pulau
Nunukan dan Pulau Sebatik.
Kabupaten Nunukan merupakan wilayah paling Utara dari Propinsi
Kalimantan Utara yang terletak antara 115” 33’ sampai dengan 118” 3’
Bujur Timur dan 3” 15°00” sampai dengan 4” 24’55 Lintang Utara. Posisi
Kabupaten Nunukan juga adalah daerah yang berada di perbatasan
Indonesia — Malaysia sehingga sangat strategis dalam peta lalu lintas antar

kedua negara.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42p43.pof

Wilayah Kabupaten Nunukan di sebelah Utara berbatasan langsung
dengan Negara Malaysia Timur- Sabah, sebelah Timur dengan Laut
Sulawesi, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten
Malinau, sebelah Barat berbatasan langsung dengan Malaysia Timur-
Serawak.

Topografi Kabupaten Nunukan cukup bervariasi, kawasan perbukitan
terjal terdapat di sebelah Utara bagian Barat, perbukitan sedang di bagian
tengah dan daratan bergelombang landai di bagian Timur memanjang
hingga ke pantai sebelah Timur.

Kabupaten Nunukan berada di wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim
tropis, sehingga mengalami 2 musim yaitu musim kemarau dan musim
hujan serta dipengaruhi oleh angin muson, yaitu muson Barat pada bulan
Nopember- April dan Muson Timur pada bulan Mei- Oktober.

Sebelum memaparkan dan membahas hasil penelitian, terlebih dahulu
digambarkan Kabupaten Nunukan yang merupakan konteks dimana
penelitian ini dilakukan. Kabupaten Nunukan merupakan satu di antara 5
kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Utara, dengan luas wilayah sebesar
14.263,68 km®. Berdasarkan geografisnya Kabupaten Nunukan terletak di
wilayah paling Utara Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan
negara tetangga yaitu Malaysia, tepatnya pada posisi 3° 30 00” — 4° 24’ 55
Lintang Utara dan 115° 22°30> - 118° 44’55 Bujur Timur. Secara
administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1) Sebelah utara dengan Negara Malaysia Timur - Sabah

2) Sebelah timur dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi
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Jumlah Penduduk Kabupaten Nunukan tahun 2015 sebanyak 177.607 jiwa,

terdiri dari laki-laki 94.517 jiwa dan perempuan 83.090 jiwa. Apabila

dibanding tahun 2014 sebanyak 170.042 jiwa, yang terdiri dari laki-laki

90.529 jiwa dan perempuan 79.513 jiwa, berarti mengalami pertumbuhan

sekitar 7,6 % sebagaimana dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Nunukan
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2015

No. Kecamatan Laki-Laki Perempuan Total
1 | Krayan Selatan 1.075 970 2.045
2 | Krayan 3.609 3.126 6.735
3 | Lumbis Ogong 2.667 2.568 5.235
4 | Lumbis 2.573 2.353 4.926
5 } Sembakung Atulai 1.325 1.268 2.593
6 | Sembakung 3.180 2.889 6.069
7 | Sebuku 6.570 5.467 12.037
8 | Tulin Onsoi 4.541 3.376 7.917
9 | Seimenggaris 5.094 4.079 9.173
10 | Nunukan 32.926 29.432 62.358
11 | Nunukan Selatan 11.149 9.378 20.527
12 | Sebatik Barat 4.183 3.654 7.837
13 | Sebatik 2.493 2.153 4.646
14 | Sebatik Timur 6.387 6.137 12.524
15 | Sebatik Tengah 3.876 3.461 7.337
16 | Sebatik Utara 2.869 2.779 5.648
2015 94.517 83.090 177.607
JUMLAH 2014 90.529 79.513 170.042
2013 86.881 75.830 162.711

Sumber : BPS Kabupaten Nunukan Tahun 2015
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Berdasarkan tabel 4.1, diketahui pada tahun 2015 jumlah penduduk laki-
laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.
Persentase penduduk laki-laki pada tahun 2015 sebesar 53,22% dan
perempuan sebesar 46,78%.

¢. Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Nunukan dipimpin oleh seorang Bupati,
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah yang membawahi sebanyak pada 15 Dinas dan 11
Lembaga Teknis Daerah {(LTD), dan 2 Sekretariat serta Kepala Satuan Kerja
setingkat eselon III yaitu sebanyak 2 Kepala Kantor, 16 camat, dan 8 lurah.
Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Nunukan sampai dengan 31
Desember 2015 adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2) Sekretariat Daerah
3) Dinas — Dinas :

a) Dinas Pendidikan

b) Dinas Kesehatan

¢) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

e) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

f) Dinas Pekerjaan Umum

g) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

h) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

1) Dinas Pendapatan,
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j) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
k) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan
1) Dinas Kelautan dan Perikanan
m)Dinas Kehutanan dan Perkebunan
n) Dinas Pertambangan dan Energi
0) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
4) Lembaga Teknis Daerah
a) Inspektorat
b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
¢) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
d) Badan Lingkungan Hidup Daerah
e) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
f) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah
g) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
h) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah
j) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
k) Badan Pengelola Perbatasan Daerah
1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
m)Satuan Polisi Pamong Praja
n) Rumah Sakit Umum Daerah
0) Kecamatan sebanyak 16
p) Kelurahan sebanyak 8

d. Pegawai Negeri Sipil
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Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nunukan per 31 Maret 2016

dapat dilihat sebagaimana dalam tabel 4.2

Tabel 4.2

Rekap PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin
Per 31 Maret 2016

Jenis Kelamin
No. Pendidikan Jumlah
Laki-Laki Perempuan

1. Doktor / S3 0 0 0
2. Pasca sarjana / S2 91 55 147
3. Sarjana / S1 1077 907 1984
4. DIV 60 23 83
5. D Il 174 318 492
6. DIl 113 107 220
7. DI 16 20 36
8. SMA 901 391 1292
9. SMP 88 5 93
10. SD 77 0 77

Jumlah 2597 1827 4424

1

Sumber : BKDD Kabupaten Nunukan Tahun 2016

Berdasarkan data pada Tabel 4.2, jika diurutkan dari jumlah terbesar ke

terkecil dilihat dari tingkat pendidikan maka tingkat pendidikan Sarjana/S.1

merupakan kelompok terbesar dari seluruh tingkat pendidikan yang ada,

dengan jumlah PNS sebanyak 1.984 orang sedangkan tingkat pendidikan D.1
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merupakan kelompok terkecil dari seluruh tingkat pendidikan yang ada, dengan
jumlah PNS hanya 36 orang.

Data PNS yang menduduki jabatan struktural/eselon menurut jenis kelamin

dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3
Rekap PNS Berdasarkan Eselon Dan Jenis Kelamin
Per 31 Maret 2016

Jenis Kelamin
No. Eselon Jumlah
Laki-Laki Perempuan
1. LA 0 0 0
2. LB 0 0 0
3. II. A 1 0 1
4. II. B 29 1 30
5. . A 54 5 59
6. 1. B 84 24 108
7. IV.A 268 135 403
8. IV.B 64 42 106
9. V.A 0 0 0
Eselon 500 207 707
Non Eselon 2097 1620 3717
Jumlah 2597 1827 4424

Sumber : BKDD Kabupaten Nunukan Tahun 2016

Dilihat dari Tabel 4.3, berdasarkan komposisi jabatan dan jenis kelamin,

jumlah PNS laki-laki lebih banyak menduduki jabatan struktural/eselon jika
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dibandingkan dengan PNS perempuan yang menduduki jabatan eselon,

yaitu sebanyak 500 orang berjenis kelamin laki-laki sedangkan untuk PNS

perempuan sebanyak 207 orang. Begitu juga dengan PNS yang tidak

menduduki jabatan struktural/eselon, jumlah PNS berjenis kelamin laki-laki

lebih banyak dibanding PNS berjenis kelamin perempuan.

Selanjutnya jumlah PNS menurut usia dan jenis kelamin dapat dilihat

pada tabel 4.4

Tabel 4.4
Rekap PNS Berdasarkan Usia Dan Jenis Kelamin
Per 31 Maret 2016

Jenis Kelamin
No Usia Jumlah
Laki-Laki | Perempuan
1. >55 116 20 136
2. 51-55 234 84 318
3. 46 - 50 431 188 619
4. 41-45 538 285 823
5. 36-40 620 408 1028
6. 31-35 451 514 965
7. 26 - 30 177 268 445
8. 21-25 30 59 89
9. <21 0 1 1

JUMLAH 2597 1827 4424

Sumber : BKDD Kabupaten Nunukan Tahun 2016
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Berdasarkan tabel 4.4 jika diurutkan dari jumlah terbesar ke terkecil

dilihat dari usia maka tingkat 36-40 tahun merupakan jumlah terbesar dari

seluruh tingkatan usia yang ada, dengan jumlah PNS sebanyak 1.028 orang

sedangkan tingkatan usia < 21 tahun merupakan jumliah terkecil dari

seluruh tingkatan usia yang ada, dengan jumlah PNS hanya 1 orang.

Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan menurut

Golongan dan Jenis Kelamin dapat dilihat paada tabel 4.5 berikut ini

Tabel 4.5
Rekap PNS Berdasarkan Golongan Dan Jenis Kelamin
Per 31 Maret 2016

Jenis Kelamin
No. Golongan Jumlah
Laki-Laki | Perempuan

1. v 374 166 540
2. I 1180 1071 2251
3 I 4911 586 1497
4. I 132 4 136

Jumlah 2597 1827 4424

Sumber : BKDD Kabupaten Nunukan Tahun 2016

Dari tabel 4.5 terlihat bahwa PNS Golongan III merupakan jumlah

terbesar dari seluruh tingkatan golongan yang ada, dengan jumlah PNS

sebanyak 2.251 orang sedangkan Golongan I merupakan jumlah terkecil

dari seluruh tingkatan golongan yang ada, dengan jumlah PNS hanya 136

orang.
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2. Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan
a. Dasar Pembentukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Nunukan, Badan Kepegawaian dan Diklat
Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh
seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Visi Dan Misi

Visi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan
dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi daripada Kabupaten
Nunukan yang secara dimensional pernyataan Visi berfokus ke masa
depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu.
Dalam upaya mewujudkan Misi 1 Pembangunan Kabupaten Nunukan
tahun 2011-2016 maka Visi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Kabupaten Nunukan dirumuskan untuk lima tahun ke depan (2011-2016)
yaitu : “ Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang Profesional untuk
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik”.

Visi tersebut dapat dijelaskan dimana Pegawai Negeri Sipil yang
Profesional dapat diartikan memiliki kompetensi dibidangnya, dalam
pengabdiannya mengutamakan dan mengedepankan prinsip-prinsip dasar
keilmuan, memiliki integritas dedikasi yang tinggi dalam bekerja dan
berorientasi pada prestasi kerja, sehingga dengan meningkatnya

profesionalisme aparatur pemerintah Kabupaten Nunukan dapat
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menjadikan tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas KKN, berwibawa
dan bertanggungjawab serta profesional mempunyai kompetensi tinggi
sehingga mampu mendukung pelayanan umum yang berkualitas tinggi
serta dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan
aparatur yang responsif terhadap tuntutan masyarakat .

Dalam mencapai visi organisasi, Badan Kepegawaian dan Diklat
Daerah Kabupaten Nunukan merumuskan misi organisasi sebagai tugas
utama yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi dalam
kurun waktu tertentu. Untuk mewujudkan hal tersebut Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan mempunyai Misi
sebagai berikut :

1) Meningkatkan Kualitas Pegawai Negeri Sipil

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi SKPD secara efektif,

optimal dan efisiensi diperfukan Pegawai Negeri Sipil yang

berkualitas sehingga dalam menyelesaikan pekerjaannya dapat
optimal.

2) Meningkatkan pelayanan dan informasi kepegawaian

Yang dimaksud dengan meningkatkan pelayanan dan infomasi
kepegawaian dimana dengan akan diterapkan SAPK (Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian) berbasis website dapat memberikan
kepuasan dan kemudahan mendapatkan pelayanan dan informasi
kepada customer (Pegawai Kabupaten Nunukan) dalam bidang
kepegawaian dan diklat daerah.

¢. Struktur Organisasi
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Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten
Nunukan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor
22 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nunukan :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah yang membawahi 3 (tiga)
subbagian sebagai berikut :
a. Sub.Bagian Perencanaan Program
b. Sub.Bagian Umum
c. Sub.Bagian Keuangan
3. Bidang Informasi Kepegawaian :
a. Sub.Bidang Pengolahan Data Kepegawaian
b. Sub.Bidang Informasi dan Dokumentasi
4. Bidang Mutasi Pegawai :
a. Sub.Bidang Mutasi Struktural
b. Sub.Bidang Mutasi Fungsional
5. Bidang Pengembangan Dan Kedudukan Hukum Pegawai :
a. Sub.Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai
b. Sub.Bidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum Pegawai
6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
a. Sub.Bidang Diklat Kepemimpinan dan Karier
b. Sub.Bidang Diklat Fungsional & Prajabatan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

d. Tugas Pokok dan Fungsi
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Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai tugas menyusun
dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan
pendidikan pelatihan aparatur. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah menyelenggarakan fungsi

sebagaimana berikut:

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan diklat daerah
sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah.

2) Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan diklat daerah.

3) perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang informasi kepegawaian

4) perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian
kebijakan teknis bidang mutasi pegawai

5) perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian
kebijakan teknis bidang pengembangan dan kedudukan hukum
pegawai.

6) perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian
kebijakan teknis bidang pendidikan dan pelatihan aparatur.

7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan

8) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.
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Melihat visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan di atas, maka
tugas dan fungsi pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan
teknis di bidang kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai ada pada
Bidang Pengembangan dan Kedudukan Hukum Pegawai, lebih spesifiknya
di Sub Bidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum Pegawai yang
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pengembangan dan Kedudukan Hukum Pegawai
menyiapkan bahan kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan
program dan kegiatan di Bidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum
Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Secara rinci,
uraian tugas dan fungsi :

1) Bidang Pengembangan dan Kedudukan Hukum Pegawai sebagai
berikut:

a) Menelaah dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang
berhubungan dengan bidang tugasnya;

b) Menyusun kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis bidang
pengembangan dan kedudukan hukum pegawai sesuai lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

¢) Menyusun rencana, program kerja dan kegiatan bidang penegmbangan

dan kedudukan hukum pegawai sebagai pedoman dan acuan kerja;

d) Melaksanakan penerapan dan pengawasan pedoman, manual dan

norma di bidang penegmbangan dan kedudukan hukum pegawai;
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e) Menyusun saran kebijakan dan koordinasi kegiatan dibidang
pengembangan dan kedudukan hukum pegawai;
f) Meyusun saran kebijakan pengembangan karier dalan jabtan PNS;

g) Menyusun saran kebijakan teknis teknis terhadap pelanggaran disiplin
PNS dan pelanggaran lainnya;

h) Menyiapkan bahan pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Daerah;

i) Merumuskan dan memantau kegiatan proses penerimaan CPNS Daerah;

j) Memberikan dukungan dan fasilitasi proses penerimaan praja IPDN;

k) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pemberhentian sementara
dan pengankatan kembali PNS daerah sesuai dengan norma, standar,
prosedur dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundangg-
undangan;

1) Memantau pelaksanaan kegiatan dan peraturan teknis pengadaan dan
pengembangan pegawai serta kesejahteraan dan kedudukan hukum
pegawai;

m) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait

dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

n)Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;

0) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan
bidang tugasnya;

p) Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang

tugas masing-masing;
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g) Memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja
kepada bawahan
h) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
i) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup
tugasnya.
2) Sub Bidang Kesejahteraan dan kedudukan Hukum Pegawai, dengan tugas
pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Menghimpun, menelaah dan mengolah peraturan perundang-
undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data
informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

b. Menyusun program kerja dan kegiatan sub bidang kesejahteraan dan
kedudukan hukum pegawai sebagai pedoman dan acuan kerja

¢c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk
teknis dibidang kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai sesuai
lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

d. Melaksanakan penerapan dan pengawasan pedoman, manual dan
norma dibidang kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai;

e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk
teknis pemberian tanda jasa pegawai, peningkatan kesejahteraan dan
kesehatan pegawai;

f. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan wuntuk menetapkan
kedudukan hukum pegawai;

g. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengukuran psikologi bagi

para PNS dan CPNS;
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h. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja
terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

i. Melakukan inventarisasi  permasalahan-permasalahan  yang
berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk
pemecahannya;

j.  Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan
dengan bidang tugasnya masing-masing;

k. Memberikan petunjuk, bmbingan dan arahan serta penilaian kinerja
kepada bawahan;

. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya

m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai
lingkup tugasnya

e. Kepegawaian.
Jumlah Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Kabupaten Nunukan menurut golongan dapat kita lihat pada tabel 4.6

Tabel 4.6

Rekap PNS Berdasarkan Golongan Dan Jenis Kelamin
Per 31 Maret 2016

No. Golongan Jumlah Pegawai Persentase
1. v 3 7,32
2. a1 20 48,78
3. i1 16 39,02
4. I 2 4,88
Jumlah 41 100,00

Sumber : BKDD Kabupaten Nunukan Tahun 2016
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Pada tabel 4.6. terlihat jumlah PNS Golongan III mendominasi
sebanyak 20 orang dengan persentase 48,78 % kemudian Golongan II
sebanyak 16 orang dengan persentase 39,02 %, Golongan IV sebanyak 3
orang dengan persentase 7,32 %, dan yang paling sedikit adalah PNS
Golongan I sebanyak 2 orang dengan persentase 4,88 %. Selain pegawai
dengan status PNS, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah juga
didukung dengan tenaga pegawai yang berstatus Non PNS sebanyak 22
orang.

Selanjutnya tingkat pendidikan pegawai pada Badan Kepegawaian dan

Diklat Daerah Kabupaten Nunukan selengkapnya dapat dilihat pada tabel

4.7
Tabel 4.7
Rekap PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per 31 Maret 2016
NO Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai Persentase

1. | Sarjana/S.1 20 4878
2. Diploma IV /D.IV 2 4,88
3. Diploma 111 / D.II1 3 7,32
4. Diploma II/ D.II 1 2,44
5. Diploma1/D.1 1 2,44
6. SLTA 11 26,83
7. SLTP 2 4,88
8. SD 1 2,44

Jumlah 41 100,00

Sumber : BKDD Kabupaten Nunukan Tahun 2016
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Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 41 orang PNS pada Badan
kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan, sebagian besar
berpendidikan Sarjana/S.1 sebanyak 20 orang atau sebesar 48,78 %.
Kemudian disusul dengan PNS yang berpendidikan SLTA sebanyak 11
orang atau sebesar 26,83 %. Jumlah PNS dengan tingkat pendidikan paling
sedikit adalah yang berpendidikan Diploma II/D.II. dan yang berpendidikan

SD masing-masing 1 orang atau sebesar 2,44%.

B. Hasil Penelitian
1. Disiplin PNS pada Pemerintah Kabupaten Nunukan
Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan

menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi
hukuman disiplin. Tolak ukur dalam penegakan aturan disiplin Pegawai Negeri
Sipil adalah dengan menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah
ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.

Berkenaan dengan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Nunukan, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten
Nunukan mengatakan sebagai berikut :

“ Kebijakan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan

dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

PNS. Itu yang menjadi dasar kebijakan kita dalam melaksanakan disiplin

PNS. Peraturan ini mulai dilaksanakan sejak Tahun 2012
(wawancara Rabu tanggal 4 Mei 2016)
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Hal yang sama juga disampaikan oleh Asisten Administrasi Sekretariat

Daerah Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

“ Aturan disiplin PNS adalah PP Nomor 53 Tahun 2010 dan sudah
dilaksanakan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Nunukan, namun masih perlu dibenahi dalam pelaksanaannya.
(wawancara Senin. tanggal 9 Mei 2016)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten

Nunukan sebagai berikut:

“ PP Nomor 53 Tahun 2010 sudah diterapkan dengan baik sesuai
aturan, mungkin ada beberapa hal yang menghambat pelaksanaan
peraturan tersebut, terkait dengan kondisi geografis Kabupaten
Nunukan. ada kesulitan untuk mendeteksi kedisiplinan PNS yang berada
di Wilayah tiga karena permasalahan transportasi dan komunikasi,
namun sepanjang wilayahnya dapat dijangkau, maka sudah
dilaksanakan dengan baik.

(wawancara Senin tanggal 9 Mei 2016)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

“ Penerapan PP Nomor 53 Tahun 2010 harus diterapkan, namun
tentunya karena kondisi geografis Kabupaten Nunukan sehingga dalam
penerapannya tidak sama dengan daerah lain yang berbeda kondisi
geografisnya. Untuk penerapan PP Nomor 53 Tahun 2010 pada Satuan
Polisi Pamong Praja sudah dilaksanakan, apabila ada pelanggaran
disiplin, maka harus ditindak.
(wawancara Senin tanggal 23 Mei 2016)

Pendapat informan lainnya mengenai disiplin PNS di lingkungan kerjanya
seperti yang dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BKDD Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

disiplin PNS di lingkungan BKDD Kabupaten Nunukan sudah berjalan
dengan baik, ini bisa dilihat dari tidak adanya PNS yang dijatuhi hukuman
disiplin PNS. Khusus untuk ketentuan jam kerja, telah dibuat rekapan

absensi perbulan dan pertahun, namun dari hasil rekapan, tidak ada PNS
yang melanggar disiplin PNS. Sasaran kinerja pegawai PNS di lingkungan
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BKDD rata-rata juga bernilai baik sehingga tidak ada yang dijatuhi
hukuman disiplin .
(wawancara Senin tanggal 9 Mei 2016 ).

Pendapat berbeda disampaikan oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
( Satpol PP ) Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

“ mengenai kedisiplinan PNS di Satpol PP Kabupaten Nunukan sudah
baik, walaupun belum sepenuhnya. Ada beberapa PNS saya nilai dari
dulunya memang bandel, ini karena saat penerimaan pegawdi,
pendidikan mereka ada yang lulusan SD atau SMP, walaupun mereka
sudah penyesuaian ijazah, namun mindset mereka tetap seperti
pemikiran SD/SMP. Rata- rata kasus PNS di kantor kami adalah kasus
Narkoba. Untuk pengukuran kinerja PNS di lingkungan kerja kami, maka
sudah ada penilaiannya pada tiap-tiap SKP PNS.”

( wawancara Senin tanggal 23 Mei 2016 ).

Pendapat yang sama disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Nunukan sebagai berikut :
“disiplin PNS di Satpol PP Kabupaten Nunukan belum maksimal. Masih
ada PNS yang melanggar disiplin PNS sehingga yang bersangkutan
dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin yang ada seperti kasus
narkoba dan tidak masuk kerja serta menaati ketentuan jam kerja.
Rekapan absensi hanya dibuat perbulan bukan pertahun dan dibuat
untuk keperluan perhitungan tunjangan.”
( wawancara Selasa tanggal 10 Mei 2016 ).
Data hukuman disiplin yang telah dijatuhkan terhadap PNS di lingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) Kabupaten Nunukan disajikan

dalam tabel 4.8
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Tabel 4.8
Jenis hukuman disiplin yang telah dijatuhkan terhadap PNS
dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

Jumlah hukdis
No | Jenis Hukuman Disiplin | 2013 | 2014 | 2015 | Keterangan
1. | Teguran tertulis - - 1 Pelanggaran tidak
masuk kerja

2. | Penundaan kenaikan gaji | - - 1 Pelanggaran tidak
berkala selama satu tahun masuk kerja

3. | Penurunan pangkat 1 2 - Kasus Narkoba, Kasus
setingkat lebih rendah perselingkuhan
selama satu tahun

4. | Penurunan pangkat 1 - - Kasus Tipikor
setingkat lebih rendah
selama tiga tahun

Total 2 2 2

Sumber : BKDD Kabupaten Nunukan Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui jumlah hukuman disiplin yang telah
dijatuhkan terhadap PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Nunukan pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 6 kasus
dengan rincian teguran tertulis sebanyak 1 orang karena telah melanggar
kewajiban PNS berupa masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja,
Penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun sebanyak 1 orang
karena telah melanggar kewajiban PNS berupa masuk kerja dan menaati
ketentuan jam kerja, Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu
tahun sebanyak 3 orang karena kasus Narkoba dan perselingkuhan,
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun sebanyak 1
orang karena kasus Tipikor. Berdasarkan data yang ada diketahui pada
Tahun 2013 sebanyak 2 orang dijatuhi hukuman disiplin dari 120 PNS

jumlah yang ada, pada Tahun 2014 sebanyak 4 orang dijatuhi hukuman
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disiplin dari 123 PNS yang ada dan pada Tahun 2015 sebanyak 2 orang

dijatuhi hukuman disiplin dari 123 PNS yang ada.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

"masih ada PNS yang melanggar disiplin PNS di SKPD kami.
Pembinaan terus kami lakukan dan PNS yang melanggar disiplin PNS,
tentunya kami proses sesuai aturan yang berlaku. Pelanggaran disiplin
yang ada biasanya dari staf Bidang teknis dan kebanyakan pelanggaran
vang terjadi adalah kasus narkoba dan tidak masuk kerja serta menaati
ketentuan jam kerja. Absensi dibuat perbulan dan belum membuat
rekapan absensi pertahun dan rekapan absensi yang dibuat tersebut
diperuntukan untuk perhitungan pemotongan tunjangan tambahan
penghasilan, bukan untuk perhitungan akumulasi hukuman disiplin.”.

( wawancara Senin tanggal 23 Mei 2016 ).

Data hukuman disiplin yang telah dijatuhkan terhadap PNS di

lingkungan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Nunukan disajikan dalam tabel 4.9

Tabel 4.9

Jenis hukuman disiplin yang telah dijatuhkan terhadap PNS
dilingkungan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Nunukan
Jumlah hukdis
Jenis Hukuman Disiplin | 2013 | 2014 | 2015 | Keterangan
No
1. | Teguran lisan - - 4 Pelanggaran tidak
masuk kerja
2. | Penurunan pangkat - 1 - Kasus Narkoba
setingkat lebih rendah
selama satu tahun
4. | Pemberhentian tidak 1 - - Pelanggaran tidak
dengan hormat sebagai masuk kerja
PNS
Total 1 1 4

Sumber : BKDD Kabupaten Nunukan Tahun 2016
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Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui jumlah hukuman disiplin yang telah
dijatuhkan terhadap PNS pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Nunukan pada Tahun 2013 sebanyak 1 orang berupa
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena telah melanggar
kewajiban PNS berupa masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, Tahun
2014 sebanyak 1 orang dijatuhi hukuman disiplin berupa Penurunan pangkat
setingkat lebih rendah selama satu tahun karena kasus Narkoba, Tahun 2015
sebanyak 4 orang dijatuhi hukuman disiplin berupa Teguran lisan karena
telah melanggar kewajiban PNS berupa masuk kerja dan menaati ketentuan
jam Kkerja. Berdasarkan data yang ada dapat dijelaskan pada Tahun 2015
terdapat peningkatan jumlah hukuman disiplin dari tahun sebelumnya,
namun terjadi penurunan tingkat hukuman disiplin dari hukuman disiplin
tingkat berat ke hukuman disiplin tingkat ringan. Dapat dijelaskan juga pada
Tahun 2013 sebanyak orang dijatuhi hukuman disiplin dari 94 PNS yang
ada, pada Tahun 2014 sebanyak 1 orang dijatuhi hukuman disiplin dari 95
PNS yang ada dan pada Tahun 2015 sebanyak 4 orang dijatuhi hukuman
disiplin dari 123 PNS yang ada

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Kabupaten
Nunukan sebagai berikut :

“masih ada PNS di SKPD kami yang melakukan pelanggaran disiplin

PNS. Pelanggaran disiplin yang biasa terjadi adalah tidak masuk kerja

serta menaati ketentuan jam kerja. Absensi dibuat perbulan untuk

perhitungan tunjangan dan belum membuat rekapan absensi pertahun.

Hukuman disiplin terhadap PNS yang melanggar disiplin PNS sudah

kami terapkan di SKPD ka mi”.
( wawancara Senin tanggal 9 Mei 2016 ).

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42843pdf

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Disiplin PNS Pada Pemerintah
Kabupaten Nunukan
Berkenaan dengan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat
disiplin PNS pada Pemerintah Kabupaten Nunukan, Peneliti menggunakan
teori yang dikemukakan oleh Nitisemito bahwa faktor- faktor yang
mempengaruhi kedisiplinan pegawai ada lima faktor yaitu tujuan dan
kemampuan, teladan pimpinan, kesejahteraan, ancaman dan ketegasan.
Berdasarkan teori tersebut berikut hasil penelitian di lapangan mengenai
faktor pendorong dan penghambat kedisiplinan PNS Pada Pemerintah
Kabupaten Nunukan.
a. Tujuan dan Kemampuan
Tujuan yang ingin dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta
cukup menantang bagi kemampuan pegawai. Hal ini berarti bahwa tujuan
yang dibebankan kepada pegawai harus sesuai dengan kemampuannya
agar pegawai tersebut bersungguh-sungguh mengerjakannya.
Berkenaan dengan kemampuan pegawai Kepala Badan Kepegawaian
dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai berikut :
“Setiap PNS diwajibkan membuat sasaran kinerja pegawai ( SKP )
pada awal tahun yang merupakan target yang harus diselesaikan oleh
PNS di akhir tahun. Sasaran kerja ini dibuat sendiri oleh masing
masing PNS yang disetujui oleh atasan langsungnya. Sasaran kerja
ini dibuat berdasarkan tupoksi PNS yang bersangkutan dan PNS
tersebut harus bisa mencapai sasaran kerja yang telah
ditargetkannya. Dengan adanya SKP maka PNS dituntut disiplin
dalam menyelesaikan target yang telah ditetapkannya. Untuk PNS di
lingkungan BKDD, semua mampu mencapai target kinerja yang telah

ditentukan.
(wawancara Rabu tanggal 3 Agustus 2016)
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Hal yang sama disampaikan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian dan
Diklat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

“Pemberian tugas dan tanggung jawab terhadap pegawai disesuaikan
dengan tupoksinya masing-masing namun ada beberapa PNS yang
mendapat tugas tambahan dari pimpinan dikarenakan jumlah PNS
yang masih kurang dan untuk mencapai target kerja PNS harus dapat
mendisiplinkan diri. Alhamdulillah, di kantor kami semua sasaran
kerja PNS dapat terpenuhi*

(wawancara Kamis tanggal 4 Agustus 2016)

Hal senada juga disampaikan oleh Kabid Pengembangan dan Kedudukan

Hukum Pegawai BKDD Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

" salah satu tolok ukur kedisiplinan PNS adalah tercapainya sasaran
kinerja Pegawai. Apabila tidak terpenuhi sasaran kinerjanya, maka
dijatuhi hukuman disiplin, sehingga PNS akan berusaha mencapai
target dari SKP yang dibuatnya.”

( wawancara Rabu tanggal 10 Agustus 2016 ).

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

” Sasaran kerja yang diberikan kepada pegawai harus disesuaikan
dengan kemampuan pegawai, sehingga akan lebih disiplin untuk
melaksanakannya, apabila tidak sesuai dengan kemampuannya maka
kedisiplinan untuk melaksanakannya akan rendah.”

( wawancara kamis tanggal 11 Agustus 2016 ).

Hal yang sama disampaikan oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

” kami memberikan tugas kepada pegawai sesuai dengan tugas
pokoknya masing-masing.. Tugas itu merupakan tujuan yang harus
diraih, pegawai akan menjaga bahkan meningkatkan kedisiplinannya
karena sasaran kerja/tujuan sulit didapatkan/dicapai bila tingkat
kedisiplinan kerjanya kurang. Selama ini apabila pegawai diberikan
pekerjaan, maka mereka dapat menyelesaikannya.”

( wawancara kamis tanggal 11 Agustus 2016 ).
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Pernyataan yang sama disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Nunukan sebagai berikut :
“pegawai diberikan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok di
bidangnya masing-masing, dan rata-rata semau PNS di kantor kami
dapat menyelesaikan tugas pokoknya, hanya saja karena masih
kurang jumlah pegawai di kantor kami sehingga ada PNS yang
mendapat tugas tambahan dan tugas tambahannya pun dapat

diselesaikannya.”
(wawancara Rabu tanggal 10 Agustus 2016 ).

Berdasarkan informasi yang disampaikan informan di atas dapat
disimpulkan bahwa pemberian sasaran kerja/ tujuan kepada PNS

berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai.

b. Teladan pimpinan
Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan
pegawai karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para
bawahan. Pimpinan harus memberikan contoh yang baik, berdisiplin
baik, jujur, adil, dan sesuai kata perbuatan.
Terkait teladan pimpinan, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat
Daerah Kabupaten Nunukan mengemukakan sebagai berikut:
“ teladan pimpinan sangat memotivasi semangat disiplin bawahan,
karena pimpinan itu sebagai contoh'teladan bagi bawahannya. Di
lingkungan BKDD telah terlihat/tercermin dimana kepala Badan
dapat menunjukkan tingkat disiplin yang cukup baik.”
( Wawancara Kamis Tanggal 11 Agustus 2016 )
Pernyataan yang sama disampaikan oleh Kabid Pengembangan dan

Kedudukan Hukum Pegawai BKDD Kabupaten Nunukan sebagai

berikut:
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" pimpinan telah memberikan teladan yang baik sehingga bawahan

termotivasi juga dalam bekerja lebih disiplin.”

( wawancara Rabu tanggal 10 Agustus 2016 ).

Mengenai teladan pimpinan di lingkungan kerja Dinas Kebersihan,
Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan, Kepala Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebersihan, Pertamanan dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan mengemukakan sebagai
berikut :

” Atasan yang disiplin akan memotivasi bawahannya untuk disiplin

juga, pimpinawatasan dijadikan teladan dan panutan oleh para

bawahannya. Kepala Dinas kami telah memberikan teladan yang
baik, dan kami termotivasi untuk lebih disiplin. ”

( wawancara Rabu tanggal 10 Agustus 2016 ).

Pernyataan mengenai keteladanan pimpinan juga disampaikan oleh
Kasubag Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

” Seorang pimpinan harus memberikan contoh yang baik sehingga

dapat menjadi teladan dan panutan bagi bawahannya, Dengan

keteladanan pimpinan yang baik maka disiplin bawahan akan ikut
baik. Pimpinan kami sangat disiplin dalam melaksanakan tugas”

( wawancara Kamis tanggal 11 Agustus 2016 ).

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Kasubag Umum dan
Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan sebagai
berikut:

” Kasat kami sangat disiplin dan kami juga dituntut agar lebih

disiplin. Dengan melihat Kasat kami yang disiplin maka kami pun

terpacu untuk ikut disiplin.”
( wawancara Kamis tanggal 11 Agustus 2016 ).
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c. Kesejahteraan
Kesejahteraan pegawai ikut mempengaruhi kedisiplinan Pegawai
karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan menumbuhkan
kecintaan pegawai terhadap instansinya atau pun terhadap pekerjaannya.
Jika kecintaan itu semakin baik maka kedisiplinan mereka akan baik.
Berkaitan dengan kesejahteraan pegawai, maka Sekretaris Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan menyatakan
sebagai berikut:
“ Kesejahteraan sangat memotivasi pegawai untuk disiplin, dengan
adanya pemberian TIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Nunukan yang dalam pembayaran disesuaikan dengan tingkat
kedisiplinannya dengan mengacu pada tingkat kehadiran ( sesuai
Peraturan Bupati Nunukan Nomor 1 Tahun 2015) namun masih
terdapat toleransi yang mengakibatkan kurang maksimal penerapan
Perbup tersebut seperti dispensasi terlambat apabila ada alasan yang
mendesak sehingga berakibat kepada disiplin PNS yang belum
maksimal. ”’
( wawancara Kamis Tanggal 11 Agustus 2010 )
Hal yang sama disampaikan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan menyatakan
sebagai berikut:
“Tunjangan tambahan penghasilan membuat PNS semangat dalam
bekerja karena PNS dapat fokus bekerja sesuai dengan tupoksinya.”
( wawancara Kamis Tanggal 11 Agustus 2010 )
Pernyataan mengenai kesejahteraan pegawai juga disampaikan oleh
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan sebagai
berikut:
” Dengan adanya tambahan penghasilan, pegawai lebih semangat
dalam bekerja. Pegawai rajin masuk kantor karena penghasilan yang

diterima oleh pegawai disesuaikan dengan beban kerja serta
kehadiran pegawai, maka pegawai tersebut akan berusaha disiplinan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



4243 pof

dalam melaksanakan pekerjaan dan hasil kerjanya juga semakin

baik.”

( wawancara Kamis tanggal 11 Agustus 2016 ).

Hal yang sama disampaikan oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

” kesejahteraan yang memadai memotivasi pegawai untuk berdisiplin

dalam bekerja dikarenakan telah terpenuhinya kesejahteraannya.

Dengan adanya pemberian tunjangan penghasilan yang didasarkan

pada kehadiran pegawai, maka PNS berusaha disiplin, namun masih
ada saja PNS kami yang kurang disiplin dalam bekerja.”

( wawancara Kamis tanggal 11 Agustus 2016 ).

Pernyataan yang hampir sama disampaikan oleh Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

” Pemberian tunjangan peghasilan memotivasi disiplin PNS dalam

bekerja, karena kalau tidak disiplin, maka tunjangan dipotong,

walaupun tetap saja ada beberapa PNS yang melakukan pelanggaran
disiplin.”

( wawancara Rabu tanggal 10 Agustus 2016 ).

d. Ancaman

Ancaman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan pegawai
karena dengan sanksi hukuman yang semakin berat maka pegawai
semakin takut untuk melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap
dan perilaku yang indisipliner.

Berkaitan dengan ancaman/ hukuman pegawai, maka Sekretaris
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan menyatakan
sebagai berikut:

“ sanksi hukuman disiplin sangat berdampak terhadap peningkatan

kedisiplinan pegawai, mengingat sebagai shock therapy bagi PNS
untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin. Di BKDD sendiri, belum
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ada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, hal ini disebabkan karena
PNS paham akan aturan disiplin”
( wawancara Kamis Tanggal 11 Agustus 2010 )

Hal yang sama disampaikan oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan menyatakan
sebagai berikut:

“Sanksi hukuman disiplin dapat menjadi motivasi pegawai untuk lebih
disiplin dalam bekerja. Untuk PNS Di lingkungan BKDD, tidak ada
PNS yang dijatuhi hukuman disiplin”

(wawancara Kamis Tanggal 11 Agustus 2010 )

Pernyataan berbeda disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

" Seharusnya sanksi hukuman disiplin akan meningkatkan
kedisiplinan pegawai. Namun adakalanya tidak berpengaruh. Seperti
PNS yang dijatuhi hukuman disiplin di kantor kami, sudah diberikan
teguran lisan namun masih melakukan pelanggaran disiplin lagi
sehingga PNS yang bersangkutan diberhentikan. ”

( wawancara Rabu tanggal 10 Agustus 2016 ).
Sedangkan menurut Kasubag Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Nunukan bahwa:
” Sanksi hukuman disiplin sangat berperan dalam memelihara
kedisiplinan pegawai. Dengan sanksi hukuman yang sepadan pegawai
akan semakin takut melanggar peraturan, sehingga sikap dan
perilaku tidak disiplin pegawai akan berkurang.”
(wawancara Kamis tanggal 11 Agustus 2016 ).
Pernyataan Kasubag Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Nunukan tersebut dipertegas oleh Sekretaris Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

” Sanksi hukuman disiplin diterapkan terhadap Pegawai Pol PP yang
melanggar disiplin, misalnya pegawai yang terlambat apel diberikan
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hukuman fisik seperti push up untuk pegawai laki-laki dan squats

jump untuk pegawai wanita dan dilaksanakan setelah pelaksanaan

apel. Hal ini akan membuat pegawai yang terkena sanksi menjadi jera
dan membuat efek takut bagi pegawai lain.”

( wawancara Kamis tanggal 11 Agustus 2016 ).

e. Ketegasan

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi
kedisiplinan pegawai. Pimpinan harus berani dan tegas bertindak untuk
menghukum setiap pegawai yang tidak disiplin sesuai dengan sanksi
hukuman yang berlaku.

Berkaitan dengan ketegasan pimpinan, maka Kepala Badan Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan menyatakan
sebagai berikut:

“ Pada dasarnya, saya selaku kepala SKPD mendukung setiap

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk PP Nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Aturan ini sudah cukup jelas untuk

meningkatkan disiplin PNS, apabila ada PNS yang terindikasi

melakukan pelanggaran disiplin PNS, maka harus segera diproses.”

( wawancara Rabu Tanggal 4 Mei 2016 )

Hal berbeda disampaikan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat
Daerah Kabupaten Nunukan menyatakan sebagai berikut:

” Pimpinan belum tegas dalam memberikan sanksi hukuman disiplin

belum maksimal, mengingat masih banyak toleransi yang diberikan,

dengan adanya faktor kemanusiaan.”

( wawancara Kamis tanggal 11 Agustus 2016 )

Pernyataan mengenai ketegasan pimpinan disampaikan oleh Kasubag
Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Nunukan sebagai berikut:

“pimpinan kami sangat mendukung penegakan aturan disiplin PNS,

apabila ada PNS yang melakukan pelanggaran, akan ditindak tegas.”
( wawancara Selasa tanggal 10 Mei 2016 ).
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Pernyataan berbeda disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

“sebenarnya pimpinan kami mendukung, cuma terkadang karena

alasan kemanusiaan sehingga belum sepenuhnya dilaksanakan aturan

disiplin sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010.

( wawancara Senin tanggal 23 Mei 2016 ).

C. Pembahasan
1. Analisis Disiplin PNS Pada Pemerintah Kabupaten Nunukan

Disiplin yang baik akan mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab
pegawai dalam mengoptimalkan tugas-tugas dan fungsinya serta dapat
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu setiap
pegawai selalu berusaha agar memiliki disiplin yang baik, dengan adanya
disiplin pegawai akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran
pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS disebutkan bahwa pengertian disiplin PNS adalah
kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan
kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman
disiplin.

Kewajiban PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 pada Pasal 3, disebutkan bahwa Setiap PNS wajib:

1). mengucapkan sumpah janji PNS;

2). mengucapkan sumpah/janji jabatan;
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3). setia dan taat sepenubnya kepada Pancasila, Undang-Undang
DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Pemerintah;

4). menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

5).melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan

penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

6). menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

7).mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,

seseorang dan/atau golongan,;

8).memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah

harus dirahasiakan;

9).bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan

negara;

10).melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal

yvang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah
terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

11). masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

12). mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

13).menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan

sebaik baiknya;

14).memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

15).membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

16).memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan

karier;
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17).menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang.

Setiap PNS dilarang:

1). menyalahgunakan wewenang;

2). menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau
orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

3). tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain
dan/atau lembaga atau organisasi internasional;

4).bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya
masyarakat asing;

5).memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang balk bergerak atau tidak bergerak,
dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

6). melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan,
atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan negara;

7).memberi atau menyanggupi akan memb eri sesuatu kepada siapapun
baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk
diangkat dalam jabatan;

8). menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang
berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

9). bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
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10). melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang
dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

11).menghalangi berjalannya tugas kedinasan,

12).memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan cara:

a). ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b).menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau
atribut PNS;
c). sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
d). sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
13).memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan
cara:
a). membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;dan/atau
b). mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

14).memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah

atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara

memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk
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atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-

undangan; dan
15). memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah dan wakil Kepala

Daerah, dengan cara:

a). terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah;

b). menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan
kampanye;

c). membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
dan/atau

d). mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

PNS yang tidak melakukan kewajiban dan melakukan perbuatan yang
dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010, dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin PNS. Bagi pegawai
yang melanggar aturan disiplin tersebut, tentu saja harus mendapatkan
sanksi atau biasa disebut dengan hukuman disiplin. Tujuan hukuman
disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan

pelanggaran disiplin.
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Dalam PP Nomor 53 Tahun 2010, disebutkan bahwa yang dimaksud
dengan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai
Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Tingkat dan jenis hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

1). tingkat hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran
tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis,

2). tingkat hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji
berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu
tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun,

3). tingkat hukuman disiplin berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih
rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai PNS.

Hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar kewajiban PNS berupa
masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagai berikut:
1) Hukuman disiplin ringan, berupa:
a) Teguran lisan, apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
selama 5 hari kerja
b) Teguran tertulis, apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
selama 6 sampai dengan 10 hari kerja
¢) Pernyataan tidak puas, apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang
sah selama 11 sampai dengan 15 hari kerja

2) Hukuman disiplin sedang, berupa:
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a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, apabila tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 sampai dengan 20 hari
kerja

b) Penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, apabila tidak masuk
kerja tanpa alasan yang sah selama 21 sampai dengan 25 hari kerja

¢) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu, apabila tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 sampai dengan 30 hari
kerja

3) Hukuman disiplin berat, berupa:

a) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, apabila
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 sampai dengan
35 hari kerja

b) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah,
apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 sampai
dengan 40 hari kerja

c) Pembebasan dari jabatan, apabila tidak masuk kerja tanpa alasan
yang sah selama 40 sampai dengan 45 hari kerja

d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, apabila tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih.

Menurut ketentuan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010, yang dimaksud
dengan kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
adalah setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas dan pulang sesuai

ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas,
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apabila berhalangan hadir maka wajib memberitahukan kepada pejabat yang
berwenang. Keterlambatan masuk kerja dan/ atau pulang cepat dihitung
secara kumulatif dan dikonversi tujuh setengah jam sama dengan satu hari
tidak masuk kerja. pelanggaran dihitung secara kumulatif sampai dengan
akhir tahun berjalan yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember
tahun yang bersangkutan. Dari data yang ada dikemukakan, jumlah PNS
yang dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 13 orang dari 4424 jumlah PNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan atau sebesar 0, 29%.

Menurut ketentuan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010, yang dimaksud
dengan SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang
pegawai yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan
pegawai.

Adapun hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar kewajiban PNS
berupa mencapai sasaran kerja pegawai ( SKP ) sebagai berikut:

1) Hukuman disiplin sedang, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir

tahun hanya mencapai 25% sampai dengan 50%.

2) Hukuman disiplin berat, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir

tahun kurang dari 25%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dan data yang
diperoleh di lapangan ditemukan masih terdapat PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin PNS dan dijatuhi hukuman disiplin PNS. SKPD hanya
membuat rekapitulasi absen perbulan yang diperuntukan untuk perhitungan

pembayaran tunjangan, bukan untuk perhitungan hukuman disiplin. Begitu
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pula dengan SKP, masih ada PNS yang belum mempunyai SKP di akhir
tahun.

Menurut peneliti, rekapitulasi absen yang dibuat oleh setiap SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan seharusnya mengakumulasi
waktu keterlambatan PNS dan membuat rekapan absen pertahun sehingga di
akhir tahun terlihat PNS yang melanggar aturan disiplin. Begitu pula dengan
SKP, masih ada PNS yang belum mempunyai SKP di akhir tahun. Secara
umum tingkat disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
berdasarkan ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 dilihat dari jumlah PNS
yang dijatuhi hukuman disiplin yang tergolong rendah menandakan
sedikitnya PNS yang melakukan pelanggaran disiplin serta SKP PNS yang
bernilai rata-rata baik maka dapat dijelaskan bahwa tingkat disiplin PNS di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan secara umum sudah baik.
Namun di lain pihak, dasar penjatuhan hukuman disiplin tersebut tidak
maksimal, sehingga ada PNS yang terhindar dari hukuman disiplin. Tidak
adanya rekapitulasi absen pertahun yang dibuat di SKPD sehingga sulit
mengakumulasi ketidakhadiran PNS selama setahun, keterlambatan dalam
pembuatan SKP sehingga capaian sasaran kerja dibuat terkadang hanya
sebatas formalitas saja bahkan nilai SKP yang bisa direkayasa sehingga
PNS Iolos dari ketentuan capaian kinerja yang seharusnya diatas 50 % dari
target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti maka dapat
dideskripsikan bahwa disiplin PNS pada Pemerintah Kabupaten Nunukan

diaksanakan berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS,
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dan tingkat disiplin PNS Pemerintah Kabupaten Nunukan sudah cukup baik
dengan melihat prosentase PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sangat kecil

dibanding dengan jumlah pegawai yang ada.

2. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Disiplin PNS Pada

Pemerintah Kabupaten Nunukan
Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dengan

mempergunakan teori yang dikemukakan oleh Nitisemito bahwa ada 5
faktor yang mempengaruhi keberhasilan disiplin yaitu tujuan dan
kemampuan, teladan pimpinan, kesejahteraan, ancaman serta ketegasan
maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Tujuan dan kemampuan

Tujuan yang ingin dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta
cukup menantang bagi kemampuan pegawai. Hal ini berarti bahwa tujuan
yang dibebankan kepada pegawai harus sesuai dengan kemampuannya
agar pegawai tersebut merasa nyaman mengerjakannya dan berusaha
semaksimal mungkin menyelesaikannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, PNS di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nunukan melaksanakan tugas berdasarkan SKP
yang dibuat sendiri oleh setiap PNS dan disetyjui oleh atasan
langsungnya. SKP tersebut dibuat oleh setiap PNS di awal tahun dan
dinilai atasan pada akhir tahun. SKP dibuat berdasarkan tugas pokok dan

fungsi masing-masing pegawai, bahkan ada yang mendapat tugas
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tambahan di luar dari tugas pokoknya dan PNS yang diberikan tugas
tambahan tersebut dapat menyelesaikannya.

Menurut peneliti, sasaran kerja yang telah dibuat oleh setiap PNS
harus mampu diselesaikan, karena sasaran kerja tersebut sudah menjadi
tugas pokok masing-masing PNS. Tidak ada alasan untuk tidak mampu
menyelesaikan tugas pokok yang diberikan, karena itu merupakan target
yang dibuat sendiri oleh setiap pegawai dan memang merupakan tugas
pokok yang sudah melekat pada masing-masing pegawai. Adapun tugas
tambahan yang diberikan oleh atasan, apabila PNS tidak mampu
menyelesaikannya, maka itu bukan karena ketidakmampuan pegawai dan
bukan merupakan sebuah pelanggaran. Misalnya Kepala Bidang Diklat
yang tugas pokoknya menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan
pelatihan bagi PNS diberikan tugas tambahan untuk membantu
penyelenggaraan kegiatan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri
Sipil yang merupakan tugas pokok Kepala Bidang Pengembangan dan
Kedudukan Hukum Pegawai. Idealnya tujuan yang ingin dicapai
diberikan kepada PNS disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi
masing-masing PNS sehingga ada motivasi dari PNS untuk
menyelesaikannya karena PNS merasa bahwa tujuan yang ingin dicapai

tersebut memang sudah menjadi kewajiban/ tupoksinya.

b. Teladan Pimpinan

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan

pegawai karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para
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bawahan. Pimpinan harus memberikan contoh yang baik, berdisiplin
baik, jujur, adil, dan sesuai kata dengan perbuatan.

Setiap atasan harus memimpin bawahannya dengan arif dan bijaksana.
Pimpinan harus menjadi teladan yang baik yang bisa membimbing
bawahannya agar tetap berada pada jalur yang benar, memberikan
perhatian kepada bawahan, berani mengambil tindakan, dan menciptakan
kebiasaan - kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa
pimpinan sudah memberikan teladan yang baik kepada bawahan. Salah
satu contoh keteladanan pimpinan bahwa dari Tahun 2013 sampai
dengan Tahun 2015 tidak ada pimpinan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nunukan yang dijatuhi hukuman disiplin. Hal ini tentunya
memotivasi bawahan untuk ikut bertindak disiplin seperti yang
dicontohkan pimpinannya.

Menurut peneliti, teladan pimpinan merupakan sikap, sifat, dan moral
pimpinan  dalam  memberikan contoh  yang  baik  bagi
pegawai/bawahannya. Keteladanan pimpinan yang baik dapat
meningkatkan disiplin kerja pegawai dalam menjalankan segala tugas
dan tanggung jawab yang di bebankan kepada setiap pegawai. Pimpinan
tidak hanya dituntut menberikan contoh yang baik kepada bawahannya
pada saat jam kerja di kantor, di luar jam kerja pun seorang pimpinan
dituntut untuk senantiasa menberikan teladan yang baik. Melihat data

yang ada, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 tidak ada pimpinan
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di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang dijatuhi hukuman
disiplin, menjadi satu indikator bahwa pimpinan dapat dijadikan teladan.
c. Kesejahteraan

Kesejahteraan pegawai ikut mempengaruhi kedisiplinan Pegawai
karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan pegav;/ai
terhadap instansinya atau pun terhadap pekerjaannya. Jika kecintaan itu
semakin baik maka kedisiplinan mereka akan baik.

Aspek kesejahteraan merupakan salah satu hal yang harus
diperhatikan oleh Pemerintah. Tak dapat dipungkiri bahwa pegawai
bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bila mereka merasa bahwa
kebutuhannya tidak dapat dipenuhi secara maksimal maka mereka akan
berusaha memperoleh pekerjaan lain (side jobs) untuk memenuhi
kebutuhannya. Hal inilah yang tentunya akan berdampak negatif terhadap

kinerja mereka dan pada akhirnya akan muncul tindakan indisipliner

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai maka Pemerintah
Kabupaten Nunukan telah menetapkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor
1 Tahun 2015 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Peraturan
ini mengatur tentang pemberian TTP bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan secara obyektif dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang bertujuan untuk
meningkatkan kinerja dan disiplin jam kerja bagi PNS di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nunukan. Pemberian TTP diberikan kepada PNS

berdasarkan Jabatan. Pemberian TTP kepada PNS tidak diberikan apabila
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melaksanakan Tugas Belajar, menjalani cuti di luar tanggungan Negara,
menjalani cuti besar, menjalani cuti alasan penting lebih dari 14 (empat
belas) hari kerja, sedang menjalani proses hukum yang masa
penahanannya lebih dari 14 (empat belas) hari kerja, menjalani cuti
bersalin untuk anak ketiga dan seterusnya, tidak lagi diperbantukan atau
dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, dan

tidak lagi berstatus sebagai PNS.

Pemernintah Kabupaten Nunukan juga telah menetapkan kebijakan
mengenai pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP), yang
mengatur bahwa PNS yang tidak mengikuti apel, terlambat masuk kantor
atau pulang lebih cepat atau tidak masuk kerja tanpa keterangan, maka
yang bersangkutan dilakukan pemotongan TTP sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diketahui bahwa
pegawai membutuhkan kesejahteraan agar lebih nyaman dalam bekerja.
Dengan adanya pemberian tunjangan tambahan penghasilan kepada PNS
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, maka PNS lebih
termotivasi untuk disiplin karena pembayaran tunjangan tersebut
disesuaikan dengan tingkat kehadiran PNS, apabila tidak mengikuti apel,
terlambat masuk kantor atau pulang lebih cepat atau tidak masuk kerja
tanpa keterangan, maka yang bersangkutan dilakukan pemotongan TTP,
begitu pula apabila dijatuhi hukuman disiplin maka tunjangan tidak

dibayarkan.
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Menurut peneliti, kesejahteraan memang dapat memotivasi PNS untuk
lebih disiplin, sebagai upaya dalam meningkatkan semangat kerja PNS,
namun seharusnya tidak menjadi penghalang dalam menyelesaikan tugas
yang ada karena pada setiap PNS sudah melekat tugas masing-masing
berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Dan menurut peneliti tingkat
kesejahteraan atau balas jasa yang diterima oleh pegawai cukup memadai
sehingga tidak ditemukan pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin

karena permasalahan tingkat kesejahteraan.

d. Ancaman
Ancaman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan pegawai
karena dengan sanksi hukuman yang semakin berat maka pegawai
semakin takut untuk melanggar peraturan-peraturan perusahaan, sikap
dan perilaku yang indisipliner. Sanksi hukuman bagi pegawai yang tidak
disiplin diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomr 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS.

Dari hasil wawancara dengan beberapa iﬁforman diketahui bahwa
sanksi hukuman terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin
sudah dilaksanakan, mulai dari penjatuhan hukuman disiplin tingkat
ringan, sedang sampai hukuman disiplin tingkat berat berupa
pemberhentian sebagai PNS. Bahkan ada yang diberikan hukuman fisik
berupa push up dan squats jump.

Menurut peneliti agar sanksi hukuman terhadap pegawai yang melakukan

pelanggaran disiplin  dapat memberikan efek jera, maka setiap
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pimpinan/atasan  wajib memahami ketentuan sanksi hukuman
sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS. Dalam PP No. 53 Tahun 2010 antara lain mengatur
tentang prosedur penjatuhan hukuman disiplin, tingkat dan jenis hukuman
disiplin serta pejabat yang mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman
disiplin. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut berakibat pelaku
pelanggaran tersebut harus menjalani suatu hukuman tertentu. Tujuan
sanksi hukuman  diberikan agar perbuatan pelanggaran tersebut
dihentikan dan tidak mengulangi kesalahannya. Untuk itu, Sosialisasi
aturan disiplin PNS harus dilakukan agar diketahui oleh setiap PNS sehingga

timbul kesadaran untuk menaati setiap aturan yang berlaku.

e. Ketegasan

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi
kedisiplinan pegawai perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas
bertindak untuk menghukum setiap pegawai yang tidak disiplin sesuai
dengan sanksi hukuman yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui pimpinan kurang tegas dalam
memberikan sanksi terhadap pelanggar hukuman disiplin karena masih
adanya pertimbangan kemanusiaan.

Menurut peneliti komitmen atasan/ pimpinan sudah ada, namun belum
tegas dalam menghukum pegawai yang melanggar hukuman disiplin. Hal
ini disebabkan karena masih adanya pertimbangan kemanusiaan terhadap

pegawai yang melanggar aturan disiplin dan kalau pun pimpinan
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menjatuhkan hukuman disiplin, tidak sesuai dengan tingkat pelanggaran
yang dilakukan, seharusnya PNS dijatuhi hukuman disiplin sedang
namun hanya dijatuhi hukuman disiplin ringan. Seharusnya pimpinan
menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin memang harus berani
dalam mengambil keputusan sekali pun itu sulit dilakukan. Tugas
pimpinan bukanlah menyenangkan atau menghibur pegawai, namun
membimbing pegawai untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik dan
benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari jumlah data kasus yang
masuk ke BKDD Kabupaten Nunukan, diketahui dari Tahun 2013
sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 110 laporan yang masuk ke BKDD
Kabupaten Nunukan, namun hanya 44 kasus PNS yang sudah dijatuhi
hukuman disiplin. Hal ini menandakan, pimpinan yang tidak tegas dalam
menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melanggar aturan disiplin.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti yang dikaitkan
dengan teori yang dikemukakan oleh Nitisemito maka dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1) Faktor pendorong disiplin pegawai, yaitu:
a) Tujuan dan kemampuan
Tujuan yang dibebankan kepada pegawai disesuaikan dengan
tugas pokok masing-masing pegawai.
b) Teladan pimpinan
Pimpinan sudah memberikan keteladanan yang baik

¢) Kesejahteraan
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Kesejahteraan pegawai sudah terpenuhi dengan adanya pemberian
tunjangan tambahan penghasilan

d) Ancaman
Adanya ancaman/ sanksi hukuman disiplin terhadap PNS yang
melanggar aturan disiplin membuat efek jera dan rasa takut untuk
membuat pelanggaran.

2) Faktor penghambat disiplin PNS adalah ketegasan.
Kurang tegasnya atasan/pimpinan dalam menindak pegawai yang

melanggar hukuman disiplin.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Disiplin PNS pada Pemerintah Kabupaten Nunukan sudah cukup baik,
apabila dilihat dari kurangnya jumlah PNS di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nunukan yang dijatuhi hukuman disiplin PNS, namun apabila
dilihat dari kriteria dalam menjatuhkan hukuman disiplin PNS seperti
kehadiran dan penilaian SKP yang belum maksimal, maka disiplin PNS
pada Pemerintah Kabupaten Nunukan belum optimal.

2. Faktor pendorong dan penghambat disiplin PNS berdasarkan sebagai
berikut:
e) Faktor pendorong disiplin pegawai, yaitu:
1) Tujuan yang dibebankan kepada pegawai disesuaikan dengan tugas
pokok masing-masing pegawai.
2) Teladan pimpinan yang baik
3) Kesejahteraan yang terpenuhi
4) Adanya ancaman/ sanksi hukuman disiplin terhadap PNS yang
melanggar aturan disiplin.
b. Faktor penghambat disiplin PNS adalah kurang tegasnya
atasan/pimpinan dalam menindak pegawai yang melanggar hukuman

disiplin.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan bahwa disiplin PNS

pada Pemerintah Kabupaten Nunukan berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010

Tentang Disiplin PNS sudah dilaksanakan namun belum optimal. Untuk

peningkatan disiplin PNS pada Pemerintah Kabupaten Nunukan, maka

disarankan sebagai berikut :

1. Setiap SKPD membuat rekapitulasi absen PNS di akhir tahun untuk
mengetahui akumulasi ketidakhadiran PNS dan dijadikan dasar dalam
penjatuhan hukuman disiplin sesuai ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010
dan Sasaran Kerja PNS pada akhir tahun agar dinilai oleh atasan secara
obyektif, apabila tidak memenuhi capaian kinerja maka PNS yang
bersangkutan diberikan punishmant sesuai ketentuan PP Nomor 53 Tahun
2010.

2. Pemerintah Kabupaten Nunukan agar lebih tegas lagi menekankan kepada
pimpinan/ atasan langsung untuk melakukan pembinaaan dan pengawasan
langsung terhadap stafnya dilingkungan kerja masing-masing dengan
memberikan sanksi terhadap pejabat yang tidak melaksanakan PP Nomor 53
Tahun 2010 sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Agar setiap PNS membuat target kerja harian sebagai acuan dalam

melaksanakan tugas dan melaporkan realisasi dari target yang ingin dicapai.
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PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

BERDASARKAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010

A. IDENTITAS INFORMAN

a. Nama

b. Pangkat/Golongan
c. Jabatan
d. Unit Kerja/Instansi

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana kedisiplinan PNS di lingkungan SKPD Bapak/Ibu.

2. Apakah sasaran kerja/ tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan

kemampuan pegawai.

3. Apakah keteladanan pimpinan/atasan dapat memotivasi bawahan untuk
lebih disiplin.
4. Apakah kesejahteraan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat

memotivasi semangat dan disiplin pegawai dalam bekerja.

5. Apakah sanksi hukuman disiplin berdampak terhadap peningkatan

kedisiplinan pegawai.

6. Bagaimana komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan sanksi hukuman

disiplin
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TRANSKIP WAWANCARA
ANALISIS DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

BERDASARKAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010

A. IDENTITAS INFORMAN

a. Nama : Drs Syafarudin

b. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV .c
c. Jabatan : Kepala

d. Unit Kerja/Instansi : BKDD Kabupaten Nunukan

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana kedisiplinan PNS di lingkungan SKPD Bapak
Jawaban:

Kebijakan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
PNS. Itu yang menjadi dasar kebijakan kita dalam melaksanakan disiplin
PNS. Peraturan ini mulai dilaksanakan sejak Tahun 2012.

2. Apakah sasaran kerja/ tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan
kemampuan pegawai.

Jawaban:

Setiap PNS diwajibkan membuat sasaran kinerja pegawai ( SKP ) pada
awal tahun yang merupakan target yang harus diselesaikan oleh PNS di
akhir tahun. Sasaran kerja ini dibuat sendiri oleh masing masing PNS
yang disetujui oleh atasan langsungnya. Sasaran kerja ini dibuat
berdasarkan tupoksi PNS yang bersangkutan dan PNS tersebut harus bisa
mencapai sasaran kerja yang telah ditargetkannya. Dengan adanya SKP
maka PNS dituntut disiplin dalam menyelesaikan target yang telah
ditetapkannya. Untuk PNS di lingkungan BKDD, semua mampu mencapai
target kinerja yang telah ditentukan.

3. Apakah keteladanan pimpinan/atasan dapat memotivasi bawahan untuk
lebih disiplin.
Jawaban:

Atasan harus memberikan teladan yang baik kepada bawahan. Mulai dari
eselon IV sampai Eselon II harus memberikan contoh yang baik dalam
berdisiplin, sehingga bawahan terpacu untuk lebih disiplin dalam bekerja.
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4. Apakah kesejahteraan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat
memotivasi semangat dan disiplin pegawai dalam bekerja.

Jawaban:

5. Apakah sanksi hukuman disiplin berdampak terhadap peningkatan
kedisiplinan pegawai.

Jawaban:

6. Bagaimana komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan sanksi hukuman
disiplin
Jawaban:
Pada dasarnya, saya selaku kepala SKPD mendukung setiap kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk PP Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin PNS. Aturan ini sudah cukup jelas untuk meningkatkan

disiplin PNS, apabila ada PNS yang terindikasi melakukan pelanggaran
disiplin PNS, maka harus segera diproses.
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TRANSKIP WAWANCARA

ANALISIS DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PADA PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

BERDASARKAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010

A. IDENTITAS INFORMAN

a. Nama

b. Pangkat/Golongan

c. Jabatan

d. Unit Kerja/Instansi
B.DAFTAR PERTANYAAN

: Drs Tommy Harun, M.Si

: Pembina Utama TK.I/ IV.d
: Sekretaris Daerah

: Kabupaten Nunukan

148843 P

1. Bagaimana kedisiplinan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Jawaban :

PP Nomor 53 Tahun 2010 sudah diterapkan dengan baik sesuai aturan,
mungkin ada beberapa hal yang menghambat pelaksanaan peraturan
tersebut, terkait dengan kondisi geografis Kabupaten Nunukan. ada kesulitan
untuk mendeteksi kedisiplinan PNS yang berada di Wilayah tiga karena
permasalahan transportasi dan komunikasi, namun sepanjang wilayahnya
dapat dijangkau, maka sudah dilaksanakan dengan baik. *
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ANALISIS DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PADA PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

BERDASARKAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010

A. IDENTITAS INFORMAN

a. Nama

b. Pangkat/Golongan
c. Jabatan
d. Unit Kerja/Instansi

B.DAFTAR PERTANYAAN

: Drs H. Taufiqurrahman, M.Si

: Pembina Utama TK.I/ IV.d

: Asisten Administrasi

: Sekretariat Kabupaten Nunukan

116843-pdf

1. Bagaimana kedisiplinan PNS di lingkungan Pemerintah kabupaten

Nunukan

Jawaban:

Aturan disiplin PNS adalah PP Nomor 53 Tahun 2010 dan sudah
dilaksanakan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Nunukan, namun masih perlu dibenahi dalam pelaksanaannya.
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TRANSKIP WAWANCARA
ANALISIS DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

BERDASARKAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010

A. IDENTITAS INFORMAN

a. Nama : Drs Nahak Serang
b. Pangkat/Golongan  : Pembina Utama Madya/ IV.c
c. Jabatan : Kepala

d. Unit Kerja/Instansi  : Sat Pol PP Kabupaten Nunukan

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana kedisiplinan PNS di lingkungan SKPD Bapak.
Jawaban :

Penerapan PP Nomor 53 Tahun 2010 harus diterapkan, namun tentunya
karena kondisi geografis Kabupaten Nunukan sehingga dalam
penerapannya tidak sama dengan daerah lain yang berbeda kondisi
geografisnya. Untuk penerapan PP Nomor 53 Tahun 2010 pada Satuan
Polisi Pamong Praja sudah dilaksanakan, apabila ada pelanggaran
disiplin, maka harus ditindak. *
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TRANSKIP WAWANCARA
ANALISIS DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

BERDASARKAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010

A.IDENTITAS INFORMAN
a. Nama : Erlina, ST
b. Pangkat/Golongan : Pembina TK.I/ IV.b
c. Jabatan : Sekretaris

d. Unit Kerja/Instansi : BKDD Kabupaten Nunukan
B.DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana kedisiplinan PNS di lingkungan SKPD Bapak/Ibu.
Jawaban:

Dalam penerapan disiplin PNS telah mengacu PP 53 Tahun 2010 namun
belum maksimal dalam pelaksanaan

2. Apakah sasaran kerja/ tujuan yang ingin dicapai mempengaruhi tingkat
kedisiplinan pegawai.

Jawaban:

Pemberian tugas dan tanggung jawab terhadap pegawai disesuaikan
dengan tupoksinya masing-masing namun ada beberapa PNS yang
mendapat tugas tambahan dari pimpinan dikarenakan jumlah PNS yang
masih kurang dan untuk mencapai target kerja PNS harus dapat
mendisiplinkan diri. Alhamdulillah, di kantor kami semua sasaran kerja
PNS dapat terpenuhi

3. Apakah keteladanan pimpinan/atasan dapat memotivasi bawahan untuk
lebih disiplin.
Jawaban:
teladan pimpinan sangat memotivasi semangat disiplin bawahan, karena
pimpinan itu sebagai contoh/teladan bagi bawahannya. Di lingkungan

BKDD telah terlihat/tercermin dimana kepala Badan dapat menunjukkan
tingkat disiplin yang cukup baik.
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4. Apakah kesejahteraan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat
memotivasi semangat dan disiplin pegawai dalam bekerja.

Jawaban:

Kesejahteraan sangat memotivasi pegawai untuk disiplin, dengan adanya
pemberian TTP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang
dalam pembayaran disesuaikan dengan tingkat kedisiplinannya dengan
mengacu pada tingkat kehadiran ( sesuai Peraturan Bupati Nunukan
Nomor 1 Tahun 2015) namun masih terdapat toleransi yang
mengakibatkan kurang maksimal penerapan Perbup ftersebut seperti
dispensasi terlambat apabila ada alasan yang mendesak sehingga
berakibat kepada disiplin PNS yang belum maksimal

5) Apakah sanksi hukuman disiplin berdampak terhadap peningkatan
kedisiplinan pegawai.

Jawaban:

sanksi hukuman disiplin sangat berdampak terhadap peningkatan
kedisiplinan pegawai, mengingat sebagai shock therapy bagi PNS
untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin. Di BKDD sendiri, belum
ada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, hal ini disebabkan karena
PNS paham akan aturan disiplin”

6) Bagaimana komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan sanksi hukuman
disiplin

Jawaban:

Pimpinan belum tegas dalam memberikan sanksi hukuman disiplin belum
maksimal, mengingat masih banyak toleransi yang diberikan, dengan
adanya faktor kemanusiaan
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TRANSKIP WAWANCARA
ANALISIS DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

BERDASARKAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010

A.IDENTITAS INFORMAN
a. Nama : Lukas Iskandar
b. Pangkat/Golongan : Pembina/ IV.a
c. Jabatan : Sekretaris
d. Unit Kerja/Instansi : Sat Pol PP Kabupaten Nunukan

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana kedisiplinan PNS di lingkungan SKPD Bapak/Ibu.
Jawaban:

mengenai kedisiplinan PNS di Satpol PP Kabupaten Nunukan sudah baik,
walaupun belum sepenuhnya. Ada beberapa PNS saya nilai dari dulunya
memang bandel, ini karena saat penerimaan pegawai, pendidikan mereka
ada yang lulusan SD atau SMP, walaupun mereka sudah penyesuaian
ijazah, namun mindset mereka tetap seperti pemikiran SD/SMP. Rata- rata
kasus PNS di kantor kami adalah kasus Narkoba. Untuk pengukuran
kinerja PNS di lingkungan kerja kami, maka sudah ada penilaiannya pada
tiap-tiap SKP PNS..

2. Apakah sasaran kerja/ tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan
kemampuan pegawai.

Jawaban:

Sasaran kerja yang diberikan kepada pegawai disesuaikan dengan
kemampuan  pegawai,  sehingga akan lebih  disiplin  untuk
melaksanakannya, apabila tidak sesuai dengan kemampuannya maka
kedisiplinan untuk melaksanakannya akan rendah.

3. Apakah keteladanan pimpinan/atasan dapat memotivasi bawahan untuk
lebih disiplin.
Jawaban:
Seorang pimpinan harus memberikan contoh yang baik sehingga dapat
menjadi teladan dan panutan bagi bawahannya, Dengan keteladanan

pimpinan yang baik maka disiplin bawahan akan ikut baik. Pimpinan kami
sangat disiplin dalam melaksanakan tugas.
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4. Apakah kesejahteraan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat
memotivasi semangat dan disiplin pegawai dalam bekerja.

Jawaban:

Dengan adanya tambahan penghasilan, pegawai lebih semangat dalam
bekerja. Pegawai rajin masuk kantor karena penghasilan yang diterima
oleh pegawai disesuaikan dengan beban kerja serta kehadiran pegawai,
maka pegawai tersebut akan berusaha disiplinan dalam melaksanakan
pekerjaan dan hasil kerjanya juga semakin baik.

5. Apakah sanksi hukuman disiplin berdampak terhadap peningkatan
kedisiplinan pegawai.

Jawaban:

Sanksi hukuman disiplin diterapkan terhadap Pegawai Pol Ppyang
melanggar disiplin, misalnya pegawai yang terlambat apel diberikan
hukuman fisik seperti push up untuk pegawai laki-laki dan squats jump
untuk pegawai wanita dan dilaksanakan setelah pelaksanaan apel. Hal ini
akan membuat pegawai yang terkena sanksi menjadi jera dan membuat
efek takut bagi pegawai lain.”

6. Bagaimana komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan sanksi hukuman
disiplin

Jawaban:

Pimpinan sangat berkomitmen terhadap pelaksanaan sanksi hukuman
terhadap pegawai yang kurang disiplin, Pegawai yang indisipliner secara
berjenjang diberikan teguran dan pembinaan .
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TRANSKIP WAWANCARA
ANALISIS DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

BERDASARKAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010

A.IDENTITAS INFORMAN
a. Nama : Ummi Kalsum, ST
b. Pangkat/Golongan : Penata TK I/ II1.d
c. Jabatan : kasubag umum dan Kepegawaian

d. Unit Kerja/Instansi : DKPPK Kabupaten Nunukan
B.DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana kedisiplinan PNS di lingkungan SKPD Bapak/Ibu.

1142843 pdf

Jawaban:

masih ada PNS yang melanggar disiplin PNS di SKPD kami. Pembinaan
terus kami lakukan dan PNS yang melanggar disiplin PNS, tentunya kami
proses sesuai aturan yang berlaku. Pelanggaran disiplin yang ada
biasanya dari staf Bidang teknis dan kebanyakan pelanggaran yang
terjadi adalah kasus narkoba dan tidak masuk kerja serta menaati
ketentuan jam kerja. Absensi dibuat perbulan dan belum membuat rekapan
absensi pertahun dan rekapan absensi yang dibuat tersebut diperuntukan
untuk perhitungan pemotongan tunjangan tambahan penghasilan, bukan
untuk perhitungan akumulasi hukuman disiplin.

2. Apakah sasaran kerja/ tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kemampuan

pegawai.

Jawaban:

pegawai diberikan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok di bidangnya
masing-masing, dan rata-rata semau PNS di kantor kami dapat
menyelesaikan tugas pokoknya, hanya saja karena masih kurang jumlah
pegawai di kantor kami sehingga ada PNS yang mendapat tugas
tambahan dan tugas tambahannya pun dapat diselesaikannya

. Apakah keteladanan pimpinan/atasan dapat memotivasi bawahan untuk
lebih disiplin.

Jawaban:

Atasan yang disiplin akan memotivasi bawahannya untuk disiplin juga,
pimpinan/atasan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya.
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Kepala Dinas kami telah memberikan teladan yang baik, dan kami
termotivasi untuk lebih disiplin..

4. Apakah kesejahteraan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat
memotivasi semangat dan disiplin pegawai dalam bekerja.

Jawaban:

Pemberian tunjangan peghasilan memotivasi disiplin PNS dalam bekerja,
karena kalau tidak disiplin, maka tunjangan dipotong, walaupun tetap
saja ada beberapa PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

S. Apakah sanksi hukuman disiplin berdampak terhadap peningkatan
kedisiplinan pegawai.

Jawaban:

Seharusnya sanksi hukuman disiplin akan meningkatkan kedisiplinan
pegawai. Namun adakalanya tidak berpengaruh. Seperti PNS yang
dijatuhi hukuman disiplin di kantor kami, sudah diberikan teguran lisan
namun masih melakukan pelanggaran disiplin lagi sehingga PNS yang
bersangkutan diberhentikan.

6. Bagaimana komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan sanksi hukuman
disiplin

Jawaban:

sebenarnya pimpinan kami mendukung, cuma terkadang karena alasan
kemanusiaan sehingga belum sepenuhnya dilaksanakan aturan disiplin
sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010. ”
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TRANSKIP WAWANCARA
ANALISIS DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

A. IDENTITAS INFORMAN

a. Nama : Gatot Fajar Wibisanto, SE

b. Pangkat/Golongan : Penata/Ill.c

c. Jabatan : Kasubbag umum dan Kepegawaian

d. Unit Kerja/Instansi : BKDD Kabupaten Nunukan
B.DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana kedisiplinan PNS di lingkungan SKPD Bapak/Tbu.
Jawaban:

disiplin PNS di lingkungan BKDD Kabupaten Nunukan sudah berjalan
dengan baik, ini bisa dilihat dari tidak adanya PNS yang dijatuhi hukuman
disiplin PNS. Khusus untuk ketentuan jam kerja, telah dibuat rekapan
absensi perbulan dan pertahun, namun dari hasil rekapan, tidak ada PNS
yang melanggar disiplin PNS. Sasaran kinerja pegawai PNS di lingkungan
BKDD rata-rata juga bernilai baik sehingga tidak ada yang dijatuhi
hukuman disiplin .

2. Apakah sasaran kerja/ tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan
kemampuan pegawai.

Jawaban:

Ya, karena kinerja seseorang merupakan tanggung jawab seorang PNS,
terutama kemampuan dan intelektual yang sangat menetukan integritas
PNS

3. Apakah keteladanan pimpinan/atasan dapat memotivasi bawahan untuk
lebih disiplin.

Jawaban:
pimpinan kami memberikan panutan yang baik kepada bawahan

4. Apakah kesejahteraan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat
memotivasi semangat dan disiplin pegawai dalam bekerja.

Jawaban:

Tunjangan tambahan penghasilan membuat PNS semangat dalam bekerja
karena PNS dapat fokus bekerja sesuai dengan tupoksinya
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5. Apakah sanksi hukuman disiplin berdampak terhadap peningkatan
kedisiplinan pegawai.

Jawaban:

Sanksi hukuman disiplin dapat menjadi motivasi pegawai untuk lebih
disiplin dalam bekerja. Untuk PNS Di lingkungan BKDD, tidak ada PNS
yang dijatuhi hukuman disiplin.

6. Bagaimana komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan sanksi hukuman
disiplin

Jawaban:

Sangat baik karena berjalan sesuai dengan aturan. Hukuman disiplin
berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai dari hukuman
tingkat ringan sampai hukuman tingkat berat.
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TRANSKIP WAWANCARA
ANALISIS DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Aji Saribanon

Pangkat/Golongan : Penata TK.I/ II1.d

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja/Instansi : Sat Pol PP

G oP

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana kedisiplinan PNS di lingkungan SKPD Bapak/Ibu.
Jawaban:

disiplin PNS di Satpol PP Kabupaten Nunukan belum maksimal. Masih
ada PNS yang melanggar disiplin PNS sehingga yang bersangkutan
dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin yang ada seperti kasus
narkoba dan tidak masuk kerja serta menaati ketentuan jam kerja.
Rekapan absensi hanya dibuat perbulan bukan pertahun dan dibuat untuk
keperluan perhitungan tunjangan.”

2. Apakah sasaran kerja/ tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan
kemampuan pegawai.

Jawaban:

kami memberikan tugas kepada pegawai sesuai dengan tugas pokoknya
masing-masing.. Tugas itu merupakan tujuan yang harus diraih, pegawai
akan menjaga bahkan meningkatkan kedisiplinannya karena sasaran
kerja/tujuan sulit didapatkan/dicapai bila tingkat kedisiplinan kerjanya
kurang. Selama ini apabila pegawai diberikan pekerjaan, maka mereka
dapat menyelesaikannya

3. Apakah keteladanan pimpinan/atasan dapat memotivasi bawahan untuk
lebih disiplin.

Jawaban:

Iya, keteladanan pimpinan/atasan sangat diperlukan untuk dapat
memotivasi bawahan lebih disiplin. Dengan melihat pimpinan yang
disiplin maka bawahan akan terpacu untuk ikut disiplin.

4. Apakah kesejahteraan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat
memotivasi semangat dan disiplin pegawai dalam bekerja.
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Jawaban:

kesejahteraan yang memadai memotivasi pegawai untuk berdisiplin dalam
bekerja dikarenakan telah terpenuhinya kesejahteraannya. Dengan adanya
pemberian tunjangan Kkesejahteraan yang didasarkan pada kehadiran
pegawai, maka PNS berusaha disiplin, namun masih ada saja PNS kami
yang kurang disiplin dalam bekerja.

5. Apakah sanksi hukuman disiplin berdampak terhadap peningkatan
kedisiplinan pegawai.

Jawaban:

Sanksi hukuman disiplin sangat berperan dalam memelihara kedisiplinan
pegawai. Dengan sanksi hukuman yang sepadan pegawai akan semakin
takut melanggar peraturan, sehingga sikap dan perilaku tidak disiplin
pegawai akan berkurang.

6. Bagaimana komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan sanksi hukuman
disiplin

Jawaban:

Komitmen terhadap pelaksanaan sanksi hukuman disiplin harus dikuatkan.
Halini akan berpengaruh pada peningkatan disiplin pegawai yang dikenai
sanksi hukuman disiplin. Komitmen pimpinan ini harus dijaga sehingga
sehingga ada komitmen yang sifatnya tetap dan berkesinambungan, dan
yang didapatkan kemudian adalah ada kepastian dan keputusan yang sama
pada setiap pegawai sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku
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